
PERSPEKTIF Yolume XI No.2 Tahun 2006 Misi April
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ABSTRACT
There are fwe parameters that a judge should consider to make a verdic! in a criminal case. As stated in
Ps. 184 KUHE the parameters inclded (I) the witness' testimony, (2) the Itatement of expert witness, (3)
letters or documents, (4) clues, and (5) the statement of the defendant. Someone rhat is invited as a
v'itness hos the obligation to attend the trial. The absence in a trial v'ithout any valid reason can he sued
according to Ps. 216 jo 224 KUHP

Keyttords : Wilness, The obligatory of attendance, The criminal charge .

PEI\TDAHULUAI\

Beberapa waktu yang lalu kembali peradilan

di Indonesia mengalami kejadian yang cukup

menyentak bagi kalangan pencari keadilan maupun

mereka yang tidak terlibat secara langsmg dengan
penegakan hukum di lndonesia. Masyarakatpun

menjadi lebih bingung dengan sepak terjang para

hamba-hamba hukum di Indonesia. Belum selesai
perbincangan kasus mantan Presiden So€harto, kini

masyarakat dicekam kebingungan dengan walk

outrya (WO) 3 orang hakim yang sedang mengadili
pe*aratindakpidanakorupsi olehPengadilan Trpikor

Jakarta Utara.

Sebagaimana diketahui tiga hakim yang

melakukan aksi WO, yang ketiganya "kebetulan"
merupakan hakim "non karier", sedangkan 2 (dua)

orang majelis hakim yang lain merupakan hakim

"kari€r".

WO-nya ketiga hakim 'hon karier" tersebut

dipicu oleh sikap Kena N44ielis hakim "karied', yang

menolak menghadirkan Bagir Manan (Ketua

Mahkamah Agung sekarang) untuk didengar
keterangannya sebagai saksi dalam persidangan

kasus di atas. Nama Bagir Manan muncul disebut-
sebut oleh terdakwa sebagai orang yang akan diberi

suap, agar kasus yang sedang berjalan dapat

Bagir Manan Hukumnya Wajib ahu ndak Vajib
Hqdir Jika Dipanggil Sebagai Saksi
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dibelokkan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak

yang berperkara.

Jaksa Penutut Umunrlah yang ingin agar Bagir

Manan dipanggil sebagai saksi, agar mendapatkan

gambaran yang lebih jelas tentang posisi, status,

keterkaitan Bagir Manan dengan kasus yang sedang

diperiksa.

Permintaan dari Jaksa Penuntut Umum, ditolak

oleh Ketua Majelis Hakim. Akibat penolakan ini,

terjadi aksi WO oleh 3 orang hakim anggota yang

lain. Meskipun sudah diupayakan musyawarah,

kenyataannya, beberapa kali sidang digelar pun tetap

macet, gara-garanya 3 (tiga) orang hakim yang WO,

tetap tidak mau hadir di pesridangan.

PERMASALAIIAN

Menj adi pertanyaan di sini yaitu Bagir Manan

apakah mempunyai kewajiban untuk hadir jika

dipanggil sebagai saksi di persidangan ?

PENGERTIAN DAN JENIS SAKSI

Undang-undang Nomor 8 Tiahun I 98 I tentang

HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Tahun I98I

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun

Nomor 3209: berdasarkan Pasal 285 beserta

Penjelasannya menyebut Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana dan disingkat K.U.H.A.P.;

unhrk selanjutrya dipergunakan singkatan KUHAP),

dalam pasal-pasalanya telah memberikan definisi

maupun syarat seseorang dapat menjadi saksi, macam

saksi dan dipanggil menj adi saksi.

Pasal I butir 26 KUHAP mengatur :
Saksi adalah orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri
dan ia alami sendiri.

Kemudian suatu keterangan saksi dapat rnenjadi

atau mempuryai kekuatan sebagai alat bukti, hal ini

dapat dlihat dari bunyi Pasal 1 butir 27 yang

menyatakan :
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti
dalam perkara pidana yang berupa keterangan
dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang
ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami
sendir i  dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu.

Irbih lanjut dalam Pasal 185 KUFIAP dengan

tegas dinyatakan :
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa
yang saksi nyatakan di sdiang pengadilan.

Berdasarkan beberapa Pasal KUHAP di atas

dan dikaitkan dengan Pasal-pasal KUHAP yang lain

(KUHAB 1 84 : I 8 5 :2-7), dapat dij elaskan hal-hal di

bawahiniyahi:

l. Keterangan Saksi yang Mempunyai

Kekuatan sebagai Alat Bukti :

a. Syarat Objektif

Bagir Manan Hukumnya Wajib atau Ttdak lYaiib
Hadir Jika Dipanggil Sebagai Saki
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Secara objektif, seseorang dapat
memberikan keterangan sebagai saksi,
haruslah memenrlhi p€rsyantan :
l). Trdakbolehsama-samamenjadi tsrdahva

lvlasalah seorang saksi sekaligus menjadi
terdakw4 sering dikenal dengan istilah
saksi mahkota, Mahkamah Agung
Republik Indonesia melalui putusannya

Nomor I174K./Pid/1994 dan Nomor
| 592 KlPidl 1994. memberikan putusan

bahwa saksi mahkota tidak dapat
diajukar

2). Tidak boleh ada hubrmgan keluarga.
3). Mampu bertanggung jawab, yakni :
(KIJHAP,l47)

a). Berusia 15 (lima belas) tahun lebih
b). Sudahpemah lowin
c).lidakgila.

SyaratSubjcktif

Berdasarkan ketentuan Pasal I butir 26 j o
butir 27 KUHAP, maka secara subjektif
keterangan saksi dapat menjadi alat bukti,
berkaitan dengan :

l). Menerangkan apa yang ia lihag ia dengar
dan ia alami sendiri;

2). Dasar-dasar atau alasan mengapa,
bagafunana mlsi melihal mendengar dan
mengalani yang salsi t€rmgkan tersehs.

Syerat Formal

Secara formal, persyaratan keterangan scorang
saksi memenuhi sebagai alat bukti, hanrslah
memenuhi persyaratan :
l). Diucapkan dalam sidang pengadilan
2), Diucapkan dibawah zumpah.
3). Tidak Unus Testis Nullus

??strs. (KUHAP,I 85:2) Makna Unrc
Tbstis Nullus Tbslis adalah satu saksi
bukan merupakan saksi.

2. Penggolongan Saksi:
a. Bcrdasarkan Kedudukan :

l). Saksl Korban

Definisi saksi korban (victim),
memang secara yuridis tidak diahr oleh
KUHAP, namun demikian dengan
melihat ketentuan Pasal 160 ayat (l)
huruf b, KUHAP memberikan
kewenangan kepada Penuntut Umum
untuk menghadirkan yang pertama kali
adalah saksi yang menjadi korban. Hal
ini berarti kdudukat saksi ko6an cuknp
penting untuk membultikan tentang
terjadinya suatu tindak pidana

Kedudukan saksi yang menjadi
koftan tindak pidana, sangatlah penting.

M€ngingatdialahyangmengalani sendiri
tindak pidana yang terjadi, tidak sekedar
mengetahui dan atau mendorgar sendiri.

Satu catatan di sini saksi korban
dapat menjadi saksi manakala saksimasih

Bagit Manan Hukumnya Wajib atau Ttdak Wajib
Hadir Jika Dipanggil Sebagai Saksi

135 Didik Endro Purvoleksono



PENiPEXflF Volume XI No.2 Tahun 2006 Edisi April

hidup, artinya dia meskipun menjadi

korban dari tindak pidana yang terjadi,

dia tidak mati, Korban yang mati, maka

keberadaan saksi korban diwakili oleh

visnm a rcpetum png sdah dibua olelr

dokter ahli. yang menunjukkan atau

memberikan gambaran tent ng sebab

musabab terjadinya kematian pada

korban.

2.). Sakri Biasa

Berbeda dengan halnya saksi

korban, maka saksi biasa tentu saja

bukanlah yang meqiadi korban suatu

tindak pidana. namun karena saksi ini

mengetahui sendiri dan atau melihat

sardiri, makadiamenrprnyai kedudukan

dapat dijadikan saksi atas tindak pidana

yanC terjadi.

h Berdacarkan Keterangen yrng

Diberikan

l). SrkriAhti

KUHAP dalam Pasal I butir 28

mernberikandefinisitentaryketerangan

ahliyaitu:

Kcterangan yang diberikan oleh

s€orang yang memikili keahlian

khusus tentang hal yang diperlukan

rmnrk mernbuat terang suattrpe*an

pidana guna kepentingan

pemeriksaan.

Kemrdian Pasal 186 KUFIAPhanya

memberikan batasan bahwa :

Keterangan ahli ialah apa yang

seorang ahli nyatakan di sidang
pengadilaL

2). Sekri Biasa

Perbedaan saksi biasa dengan saksi

abli, dapat dilihat dari :

a. Keterangan yang diberikan.

Saksi biasa keberadaannya di

sidang pengadilaq dalam rangka

memberikan keterangan yaitu

menjadi saksi, oleh karena ia

mendurgar sendiri, ia magalami

sendiri dan ia melihat sendiri.

Sedangkan keberadaan saksi

ahli, ini keberadaan di sidang
pengadilan, dalam rangka

memberikan keterangan sebagai

saksi oleh karena keahliarurya.

b. Bwyihelsmpahdujanjiyang

diucapkan.

Bnnyi laGl sumpah ataujanji yang

diucapkan oleh saksi biasa,

adalah bahwa "ia akan

memberikan keterangan yang

sebenarnya dan tidak lain

daripada yang sebenarnya".

(KUIIAP,l60:3)

Bogir Manan Hu*amnya Wqjib ahu ndak lyajib
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Bunyi sumpah atau janji yang
barus diucapkanolch saksi ahli,
diatur dalam Pasal 179 syatp)
KUHAP, )laitu bahwa "ia akan
mcmberkan kcterangan yang
sebaik-baiknya dan yang
sebenar-benarnya menurut
pcngctahuan bidang .
lreablierqra".

c. AkibatHukumyagMcnprbi
Scsuai dengan ketentuan yang
mcngafir rcntang keberadaan
kcdua gaksi tcrsebul makaj ika
gaksi biasa dapat berakibat
hukum ms lccarangan 1ang dia
bcdkm.Soorrgsalcibim ng
mcmbcrikan keterangan palsu,
malca bcrdasarkan Pasal 174
KIJIIAP:
l). hakim ketua sidang

mempcringatkan dengan
sunggub.$ngguhhdaqn
supaya mcmberikan
lctcrdgan)€ng scbcltralra
dan mengemukaken
anoman pidrnapng dapat
dikcnakan kepadanya

4abila ia abp memberikan
tacraogn palsu

2). apabila saksi tetap pada
ketrrangaurp hakim ketua
sidang karcna jabatannya

atau atas pcrmintaan
pcnuntut umum atau
tcdakwa dapa mernbcrikan
pcrintah supaya saksi itu
ditahan untuk sclanjutrya
dituntut perkara dengan
datnvae sunpah polsu

Scdm@rbagisal<siahli,
scsuai dcngan kctcntuan Pasal
179 KUHAP di aras, nampak
bahwa kctcrangan yang
dibcrikan mcrupakan atau
berdasarkan kcahliannya.
Dcngan demikiao" keterangan
yang dibedkan olch sabi ohli,
oloh liarcna berdasarkan
pcogaalruar di bidagr5a malo
tidd( adr tau tidak bcrakibat
luUrn aau;a f aaatgm patsr

c. Bcrdrnt*rn ShpryugMcmbtwr
1).S*rtAChrgc

Saksiachrgemarpdmsaksi ng
dib6m eudiFnggil oldjalaapaum
umum. Fungsinya adalah untuk
mcmbcrikan keterangan yang
ncrnbcn*n'rtcndakua Melalui saksi a
c;hargc inilah, jalca pcnuntut umum

Bagb Mna Habmya YaJtb aau ndah WCIb
Hadb Jlha Dlpngll Scbagal Sabl
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membuktikan bahwaterdakwabersalah

melakukan tindak pidana yang

didakwakan dan patut dijatuhi pidana

atas tindak pidana yang dia lakukan.

2). Saksi A De Charge

Penasihat hukum dalam rangka

pembelaan, KUHAP juga sudah

memberikan hak untuk mengajukan

sakslsaksi yang dapat meringankan,

babkan mungkin dapat membebaskan

terdakwa dari jeratan dakwaan yang

diajukan olehjaksaper, untut urnurn. Saksi

yangdibawaolehpousihathukuminilah

dalam Penjelasan Pasal 116 KUHAP

dan kepustakaan disebut saksi a de

charge.

3 (Tiga)Kelompok yang tidak Waiib

Menjadi Saksi

a. Mereka yang Mcmpunyai Hubungan

Keluarga dengan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 168 KUHAP

disyaratkan tidak dapat didengar

keterangannya dan dapat mengundurkan dhi

menjadi saksi yaitu :

l). keluarga sedarah atau semenda dalam

garis lurus ke atas atau ke bawah sampai

deraj at ketiga dari terdakwa atau yang

bersama-sama sebagai terdakwa;

2). saudara dari todalora atau yang bersama'

sama sebagai terdakw4 saudara ibu atau

saudara bapak, juga mereka yang

manpunyaitubunganl<ar€naped€winan

dm anak-anak saudara terdakwa sampai

derajat ketiga.

3). suarf dau isteri todakwa meskipun sudah

bercemi arau yang benama-sama merjadi

terdakwa.

Mercka di atas, lebih laqjut di atur dalam

Pasal 169 KUHAB dapat menjadi saksi

dengan catatan :

l). Mercka menghendaki menjadi saksi

2). Jaksapauntutumum dan tsrdakwa setuju

3), dizumpah terlebih dahulu.

Apabilajaksa penuntut umum maupun

terdakwa berkeberatan dengan kesaksian

merek4 maka keterangan yng diberikan hanya

merupakan keterangan belaka dan tidak

dibawah sumpall sertatidak mengikat hakim.

b. Mereka yang karena Pekerjaannya'

Jabatannya Diwajibkan Menyimpan

Rahasia Dapat Diminta Mengundurkrn

Diri menjadi Saksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 170

KUTIAB persyaratan mereka yang karena

pekerjaannya, jabatannya diwajibkan

menyimpan rahasia dapat diminta

mengundwkan diri menjadi saksi yaitu :

l). tentang hal yang dipercayakan kepada

mereka, berdasarkan ketentuan

perundang-udangan yang berlaku.

J.

Bagir Manan Hukumnya Wajib atau Tidak Waiib
Hadir Jika Dipanggil Sebagai Sal6i
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Misalnya seorang dokter, Pastor,

(Andi Hamzah, I 985 :239) notaris.

2). permintaan tersebut dikabulkan atau

ditolak diserahkan kepada hakim yang

maneriksa perkara-

c. Secrrl Mutlak Tidak Dapat Menjadi

Saksi

Mereka yang secara mutlak tidak dapat

dimintai keterangan sebagai saksi adalah :

l). anakyagumumyabelumcukrylirnabelas

tahun dan behun pemah kawin;

2). orang sakit inlatan atau sakit jiwa

meskipurrkadag-kadang ingatanyabaik

kernbali.

Mereka di atas, memang dapat dimintai

keterangan di persidangan, namun tidak

disumpah (vide ketentuan Pasal 171

KUHAP).

kbih lanjut dalam Palielasan Pasal I 7 I

KUHAPdisebutkanbahwa

Mengingat bahwa anak yang belum

berumu lima belas tahurl dernikianjug

orang yang sakit ingatar; sakitjiwa sakit

gila meskipun hanya kadang-kadang saja

yang dalam ilmu penyakit j iwa disebut

psychopaat, mereka ini tidak dapat

dipertanggungiawabkans€camsempuma

dalam hukum pidana maka mercka tidak

dapat diambil sumpah ataujanji dalam

memberikan keterangan, karena itu

keterangan mereka harya dipakai sebagai
petunjuk saja-

KEWAJIBAN SAKSI UNTUK HADIR DAN

SANKSI BAGI SAKSI YANG TIDAK MAU
HADIR

Kewajiban hadir seseorang yang dipanggil

menjadi saksi sudah diatur oleh Pasal 159 ayat (2)

KLJHAP. Pasd ini memberikan kewenangan kepada
hakimkehtasidangrrrtukmensinuhkansrya5amlsi

dihadapkan ke persidangan, manakala saksi tidak

hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim

ketua mempunyai cukup alasan untuk menyangka

bahwa saksi tidak akan mau hadir.

Penjelasan Pasal 159 aat (2) KUHAP di atas,

dengan tegas memberikan pernalnman bahwa

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban

setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah

dipanggil ke suatu sidang pcngadilan untuk

memberikan keterangan tetapi dengan menolak

kewajiban itu ia dapat dkenakan pidana

berdasarkan ketentuan undang-undangberlaku.

Demikian pula halnya dmgan ahli.

Seorang saksi memang dapat saja tidak dapat

hadir karena beberapa alasan yang dapat

dipertanggungi awabkan yaitu :

l. sakit

Orang yang sakit diperkenankan tidak

menghadiri penggilan menjadi saksi di

Bagir Manan Hukumnya Wajib atau Tidak Wajib
Hadir Jika Dipanggil Sebagai Salui

{39 Di di k Endro P umt oleks ono



PERSPEKTIF Volume XI No.2 Tahun 2006 Edisi

pemeriksaan penyidik maupun di sidang

p€ngadilan. Persyaratannya harus dilampiri

dengan sur*keterang;andokteryangmenyatakan

t€ntang sakihya t€rsebut.

surat panggilan tidak sah. (KUHAP,I 84)

Suatu surat panggilan dianggap sah

manakala memenuhi PerEaratan :

a. surat panggilan ditandatangani oleh pejabat

yangberwenang.

b. dibedkankepadapngdipanggildalamkurun

waktu yang wajar, yaitu tiga hari sebelumnya

sudah diterima yang dipanggl.

c. disebutkan denganjelas dalam kapasitas apa

dipangil.

t€rjepit dua kepentingan

lv{alcratujepit duakepentingan di sini pitu

sesoorang te$ebut mengalami kejadian yang

menghanrskan diriryramengambil sikap memilih

salah satu kepentingan. Dia tidak dapat

mempertahankan dua kepentingan tersebut

sekaligus. Dapat dicontohkan di sini, seorang

dokter yang hanrs menggugwkan kandungan

seorang ibu demi keselamatan si ibu. Manakala

kandungur tidak digugurkan, nyawa si ibu tidak

akan tertolong lagi. Di sini dokter diberi pilihan

nrenyelamakanrryawaibuafiauryawaakandalam

kandungan atau dengan perkataan lain, dokter

dihadapkan pilihan kepentingan nyawa ibu atau

kepentingan nyawa anak dalam kandungan.

Secara medik, tindakan dokter yang lebih

menyelamalkan nyawa ibu bukanlah merupakan

tindak pidana, namun merupakan abortus

provo katus medic inalis.

Dicontohkan oleh Moeljatno, tentang apa

itu terjepit dua kepentingan yaitu kasus papan

Cameedas. Disebutkan di sini bahwa ketika

Cameedas bersama penumpang kapal yang

sedang tenggelam, ada sebilah papan yang hanya

dapat dinaiki oleh I (satu) orang saja lebih dari

I (satu) orang, maka papan tersebut tidak akan

mampu mengapung. Cameedas, mendorong

seseorang yangjuga bermaksud ikut menumpang

sebilah papan tersebut, sehingga orang tersebut

tenggelam. Dalam kasus yang demikian,

Carneedas tidak dapat dipersalahkan telah

menyebabkan matinya orang lain, oleh karena

Cameedas juga ingin menyelematkan nyawanya

dengan resiko mengorbankan nyawa orang lain.

4. terjepit dua kewajiban.

Seperti halnya terjepit dua kepentingan

yang belbeda seseorangjuga tidak dapat dikenai

keentuan hukum pidan4 murakala dia terjepit

dua kewaj iban yang berbeda dalam waktu yang

benamaan.

Dapat diberikan contoh di sini yaitu dalam

waktu, jam, hari, tanggal dan tahun yang

bersamaan, misalnya pukul 09.00 tanggal I Mei

2005, seseorang harus menjadi saksi di PN

Surabaya dan di PN Jakarta. Dia diharuskan

memilih salah satu apakah menjadi salsi di PN

Bagir Manan Huhtmnya lfaiib atau Tldak Waiib
Hadir Jika Dlpanggil Sebagai Saksi
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Surabaya ataukah menjadi saksi di PN Jakarta.

Hal ini mengingptjaraknya antara PN Surabaya

dan PN Jakartayang cukup jauh, sehinggatidak

memmgkinkm seseorang teneht ma{adi saksi

sekaligus di dua PN tersebut. Dia, seandainya

srdahmenghadiripanggilanmenjadi salsi di PN

Surabap"makadengankaidaknadiramyadi PN

Iakarta tidak berakibat hukum apa-apa.

5. terj€pit antara kepentingan dan kewajiban.

Kasus terjepit antara kepentingan dan

kewajiban di sini, misalnya seorang dokter yang

dalam waktu yang bosamaan dipanggil menjadi

salai ahli di suaru pengadilan negeri dan pada saat
yang sama dia hanrs melakukan operasi darurat

untuk meiryelamatkan nyawa seseorang.

Manakala dia memilih menyelamatkan

nyawa pasiennya, maka menjadi gugur

kehadirannya menjadi salai di pengadilan negeri

tersebut. Bagaimanapun kepentingan nyawa

seseorang harus lebih diutamakan daripada

meqiadi saksi di persidangan suatu pengadilan

negsri, yangnota bene sidang dapat dituda untuk

hadberiklnya,jil@mernang doktertrsebttperlu

didengar keteranganya sebagai saksi ahli.

Sedangkan nyawa seseorang tidak dapat

diturda-tndauntukmenyelamatkannya"

Bagi siapapun yag dipanggil sebagai saksi atau

saksi ahli, tidak mau hadir tanpa alasan yang sah,

maka diancam denganketentuan pidanaPasal 216
jo 224 KUHP.

Ketentuan Pasal 216 KUHP mengancam
dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua
minggu atau pidana denda paling banyak sembilan
ribu rupialq barang siapa:

I . yang dengan sengaja tidak menunrti perintatr

atau permintaan yang dilala*an menunrt rmdang-
undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi

sesuatu atau oleh pejabat yang berdasarkan
tugasnya, diberi kuasa untuk mengusut atau
merneriksa tindak pidana;

2. dengan sengaja mencegah, menghalang-
halangi atau menggagalkan tindakan guna

menjalankan ketentuan undang-undang yang

dilah*anleh salah seorang pejabat tenebut,

3. jikapadawaktu melakr*an kejahatan belurn
lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang

merf adi tshp karcna kejatratan sernacan ituj r ga,

maka pidananya dapat ditambah sp€rtiga

Sdangkan Pasal224 KtiHP, menentukan bagi

barang siapa dipanggil menjadi saksi, ahli ataujuru

batrasa menunrt undang-undang dengan sengaja tidak

memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang

yang harus dipenuhi, diancam dengan:

I . pidana penjara paling lama sembilan bulan,

dalam perkara pidana;

2. pidamperfarapalinglamaenambulaqdalam

perkara lain.

Ketentuan Pasal 224 KUHP, dibandingkan

dengan ketentuan Pasal 216 KUHP merupakan

ketentuan yang lebih spesifik. Pasal 224 KLJHP

Bagir Manan Hukunrrya Wajib atau Ttdak l(ajib
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ditujukan kepada siapa saja yang tidak mau hadir

dipanggil menjadi saksi, saksi ahli aaujuru bahasa-

Ketentuan Pasal216 KUHP ditujukan kepada

siapa saja yang terkait dengan suatu perkara pidan4

bisa karena menjadi tenangk4 salsi, saksi ahli, juru

bahas4 namun tidak mau hadir pada saat dipanggil

oleh aparat penegak hukum. Termasuk dalam lingkup

Pasal216 KUHP ini yaitu mereka yang mencegah,

menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan
guurneqialankanketentunudang-undang. Msalnya

menghalang-halangi pada saat akan dilakukan

penyitaan.

BAGIRMANAI\TWAJIB MENJADI SAKSI :

Hukum Acara Pidana Mencari Kebenaran

Materiil

Menjawab pertanyaan Bagir Manan, yang

dalam hal ini juga sebagi Ketua MahkamahAgwtg,

apakah hukumnya wajib atau tidak wajib hadir

manakala dipangil sebagai saksi, maka jawabannya

melalui penafsiran secara sistematis. Artinya melihat

keterkaitan ketentuan Pasal-pasal yang ada dalam

KUHAP secara keseluruhan.

Dit€lusuri lebihjauhdalamketentuanKIJI-IAP,

pertama kali nampak bahwa keberadaan saksi di

depan sidang pengadilan yang dihadirkan olehjaksa

penuntut umum, sudah diperiksa di depan penyidik.

Artinya keberadaan saksi tersebut memang tertuang

dalam berita acam pemeriksaan oleh kepolisian @AP
Kepolisian).

Hal ini nampak dari beberapa ketentuan dalam
KUHAP yang terkait dengan keberadaan saksi di
depan persidangan sudah ditentukan dalam berita

acara pemeriksaan kepolisian yakni :

1. PasalSjoPasalT5KUHAP:

Merujuk kedua Pasal KUHAP tersebut,

dapat dijelaskan bahwa begitu penyidik selesai

melakukan penyidikan, penyidik segera
menyerahkan berkas perkara kepada penuntut

umum. Manakala menurut penuntut umum,

berkas perkara hasil penyidikan sudah dianggap

sempurna, maka penyidik berkewajiban

menyerahkan tanggungiawab atas tersangka dan

barang bukti kepada penuntut umum.

lsi BAP Polisi. menurut Pasal 75 KUHAP

nrliptri:

a. pemeriksaantersangka;

b. penangkapan,

c. penahanan,

d. penggledahan,

e. pemasukannmall

f penyitaanbenda"

g. pemeriksaan suat,

h. pemeriksaan sa,tsi (huruf miring dari

penulis),

i pemeriksaan di tempat kejadian,
j. pelaksaaan penetapan dan putusan

pengadila&

k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan

ketentuan dalam mdang-undang ini.

Bagir Manan Hulatmrya Wajib atau Tidak lYaiib
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Nampak dari kerentuan di atas, nama-nama
saksi termasuk keterangannya sudah ada dalam
BAP Polisi yang diserabkan oleh pcnyidik kepada
penuntut umum. [,eden Marpaung, menulis, pada

surat "penetapan" Pengadilan Negeri yang

menentukan hari sidang, terantumjuga perintah

kepada Penuntut Umum untuk memanggil saksi-
saksi. Nama saksi yang akan diperiksa di sidang
telah tercantum pada surat pelimpahan. (Laden

Matpawg,l992:387'1

2. Pasal 160 KuIlAP, yang menyatakan bahwa
yang diperiksa terlebih dahulu menjadi saksi
adalah korban. Secara logika tentu saja
keberadaan saksi korban di sini sudah tertuang,
baik identitas lengkap maupur keterangan yang

menimpa dirinya di BAP Polisi. Berdasarkan
keterangan saksi korban inilah, pertama kali
aparat kepolisian melakukan pemeriksaan atas
kasus tindak pidanayang sedang dan telah tedadi,
termasuk mengumpulkan bukti-bukti yang lain.

3. Pasal 163 KUHAB yang memberikan
pemahaman bahwa jika keterangan saksi di
sidang berbeda dengan keterangannya yang

terdapat dalam berita acara @AP Polisi), hakim
ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu
serta minta keterangan mengenai perbedaan yang

ada dan dicatat dalam berita acara oemeriksaan
persidangan.

Tidak dapat dipungkiri dengan membaca
beberapa ketentuan dalam KUHAP di atas, nampak

bahwa seseorang saksi dari j aksa penuntut umum,
jika mau dihadirkan merupakan saksi-saksi yang
sudah ada dalam BAP Polisi. Dengan perkataan lfi,
jaksapenuntutumumtidak dapatmenghadikan saksi
di lur yang zudah ada dalam BAP Polisi.

Benarkah demikian, bagaimana dengan
keterangan terdakua yang maS,ebut nama-nama yang
tidak ada dalam BAP Polisi, namun ada fakta-fakta
keterlibatnnya pada saat di pemeriksaan di sidang
pengadilan??

Kembali kepada pokok permasalahan tentang
kewajiban kehadiran saksi di persidangan, pertama
kali perlu dlihat hakikat keberadaan saksi tersebut.
Ttdakmarutupkernungftirunseseorangmemangtidak

diperiksa menjadi saksi oleh penyidik, namun di
pemeriksaan di depan sidang pengadilarl ada indikasi
tedibat dalam kasus tersebut. Keterlibatannya dapat
karena disebut-sebut oleh terdakwa sebagai orang
yang mengeAtui sendiri kcjadian yang sesunggutrrya
Dapat juga bedasarkan keterangan saksi-saksi yang
ad4 temyata ada orang lain, yang sebenamya terlibat
dalam kasus tenebut.

Seperti halnya untuk kasus tindak pidana

korupsi yang melibatkan terdakwa Harini mantan
pengacara Probo Sutedjo di atas, yang dalam
keteranganya menyebutkan bahwa dia pernah

bertemu dengan Bagir Manan.

Menindaklanjuti hal di atas, dengan
mendasarkan beberapa ketentuan KUHAP dan
melalui penafsiran secara sistematis, pada hakikatrya

Bagir Manan Hukannya Wajib atau Tidak Wajib
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Bagir Manan, terlepas kedudukannya sebagai Ketua
Mahkamah Agung, tetap wajib hadir di penidangan

untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Hakim
Ketua Sidang, mempunyai kewajiban untuk
menghadirkan Bagir Manan dipersidangan, untuk
didengar keterangarurya sebagai saksi.

Beberapa ketentuan KUHAP yang terkait

dengan masalah ini, yang dapat dipakai sebagai
ruj ukan tentang hukumnya waj ib kehadiran Bagir
Manan, manakala dipanggil menjadi saksi dapd dililat
dalam ketentuan di bawah ini :
l. Pasal I butir 8 jo butir 9 jo Pasal 158

KUHAP

Berdasarkan pasal.pasal di atas, dapat 2.
dijelaskan bahwa:

a. hakim adalah pejabat negara yang diberi

wewenang oleh undang-undang untuk
mengadili;

b. mengadili adalah serangkaian tindakan hakim
untuk menerima, memeriksa, dan memutus
perkara pidana berdasarkan asas bebas,
jujq dan tidak memihak di sidang pengadilan

dalam hal dan menunrt cara yang diatur dalam

undang-undang ini.

c. hakim dilarang menunjukkan sikap atau
mengeluarkan pemyataan di sidang tentang

keyakinan mengenai salah atau tidaknya
terdakwa.

Berdasarkan ketentuan di atas, untuk kasus
pemanggilan Bagir Manan menj adi saksi, Hakim

Ketua yang mengadili perkara sudah melakukan
tindakan memihak kepada Bagir Manan, yang

nota bene dengan tidak mau menghadfukan Bagir
Manan, maka Hakim Ketua sudah mengebiri hak-
hak Jaksa Penrurtut Umum unflrk membuktikan
tentang terj adinya tindak pidana yang dilakr:kan

oleh t€rdakwa yang terkait dengan Bagir Manan.
Di sisi yang lain, dengan bersikap seperti itu,
maka Hakim Ketua dan seortang hakim
anggotanya, sudah menunjukkan sikap tentang
bahwa terdakwa tidak ada sangkut pautnya

dengan Bagir Manan atau Bagir Manan tidak
tersangkut dengan kasus tersebut.

Pasal 182 ayat (2) KUHAP

Ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP,

menyebutkan bahwa

Jika acara tersebut pada ayat (1) telah

selesai, hakim ketua sidang menyatakan
bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup,
dengan ketentuan dapat membukanya

sekali lagi, baik atas kewenangan hakim

ketua sidang karena j abatannya, maupun

atas permintaan penuntut umum atau

terdajwa atau penasihat hukum dengan

memb€rikan alasannya.

Penjelasan Pasal 182 ayat (2) KUHAP

menyatakan :
Sidang dibuka kembali dimaksudkan
untuk menampung data tambahan
sebagai bahan untuk musyawarah
tukim.

Bagir Manan Hukumrya Wajib atau Tidak llajib
Hadir Jika Dipanggil Sebagai Saksi
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Berdasa*an bunyi ketentuan Pasal di atas,

dapat disimpulkan marnlola dalam pemaiksaan

di depan persidangan, meskipun tututan sudah

dibacakan dan pernbelaanjuga zudatr dibacaka4

serta pemeriksaan dinyatakan ditutup, namun

demikianjikamemangrnasih adadatatarnbahan
yang dapat dipergunakan oleh majelis hakim

bermusyawarah, maka sidang dapat dibuka

lcrnbali.

Satu catatan, memang KUHAP tidak
menlabutkan4akahyangdimaksrddengandata

trnbalundi sini. Namudenganmelihatketntuan

Pasal-pasal yang terkait dengan pembuktian

pe*ara pidana" dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksddatatambahanini maryangla*al*bukti

sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP
yaitu:

a. keterangan saksi;

b. keterarigan saksi ahli;

c. surat;

d. petnjulq

e. keteranganterdakwa.

BaaimanAunjuga paramet€r atau r*uran
mtuk menerrukan bersalah atau tidak

seseorang yang didakwa melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa

PeruntxUmun,tidak laindantidakbukankelima
alat bukti di atas. Dengan demikian dapat

dipahami bahwa yang dimaksud dengan data

tambatun di das yaitu menlalrgkut atau b€rkaitan

kelima alat bukti di atas. Menyangkut kasus
terdakwa Harini, tentu saja yang dimaksud
dengan data tambahan adalah kehadiran saksi
yang bernama Bagir Manan.

3. Pasall82ayat(3)joayat(4)KUHAP,yang

menyatakanbahwa:

a. hakim mengadakan musyawarah terakhir

mtuknrcngambilkeputusaqdarapabilaperlu

musyawarah itu diadakan setelah terdakwa,
saksi, penasihat hukum, penunhrt umum dan
hadirinmeninggalkanruangan sidang.

b. musyawarah harus didasarkan atas surat

dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti

dalam pemeriksaan di sidang.

Dari ketentuan di atas, nampak bahwa

dengan ketidakhadiran seseorang yang disebut-

sebut dalam persidangan, baik oleh terdakwa

maupun oleh saksi, pada hakikatnya apapun

keputusan yang diambil dalam musyarawah

majelis hakim tersebut, ada cacatrya yaitu tidak

berdasarkan segala sesuatu yang terjadi di
persidangan. Cacatnya di sini yaitu tidak

diperolehnya keterangan-keterangan dari pihak

yang disebut-sebut oleh terdakwa ada

sangkutpautnya dengan kasus yang dia alami.

Dengan demikian sulit dinalar dapat dicari dan

didapatkan kebenaran materiil atas perkara yang

sedang berlangsung.

Secara teoritik, berdasarkan kepustrakaan"

pada hakikatnya kehadiran seseorang didepan

Bagir Manan Huhtmnya Wajib atau Tldak lhjib
Hadir Jika Dipanggil Sebagai Saksi

145 Di di k Endro P urwol e hs ono



PERSPEXTIF Volume )O No.2 Tahun 2006 Edisi April

pcrsidangan pengadilan adalah dalam rangka

menernukan kberan mareriil atas dalnyaan terjadinya
tindakpidana" Hal ini tidak dapat dilepaskan bahwa
proses perkara pidana, atau hukum acara pidana,

dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran
materiil atausetidak-tidakryamendekaiti kebenaran
tndctiil yaitu kcbenam yang selengkaplengkapn),a

dad suatu pc*ra pidana Hal ini sebagaimana diatur
dalam KepmenkehNomor M.01.PW07.03 Tahun
1982 tentang Pedoman Pelalaaaan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana

Di sisi png secara tegas telah ditulis oleh
van Bemmelen bahwa ada 3 fungsi hukum acara 2.
pidanayairu :

l. Mencari dan menemukan keberana materiil

2. Pemberian keputusan oleh hakim.

3. Pelaksanaankepuhsan.

Dandianbraketipfimgsi t€rsebr$ ftngsi pertamalatr

yang paling penting yaitu fungsi mencari dan
menemukan kebenaran materiil, olch karena
kebenaranlatr yang harus menjadi dasar dari suatu
putusantrakimpidana(Andi Hamzal;1990:66)

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh urian di atas, perlu direnungkan

bahwa keuntungan kehadiran Bagir Manan 3.
menakala menjadi saksi di depan penidangan,
yeitu :

l. Meniadi Contoh Berlakunya Peradilan yang

Fair, Tidak Memihako dan Jujur

Berdasarkan uraian di atas, nampak
bahwa kehadiran Bagir Manan menjadi saksi
untuk kasus yang te{adi, seharump dia dipanggil
mtuk didengar keterangannya. Kehadiran Bagir
Manan akan dapat menjadi contoh bahwa,
meskipun kedudukannya menjadi Ketua
Mahkamah Agung, namun dalam rangka
menghormati proses peradilan yang faia tidak
memihak dan jujur, maka masyarakat akan
mengetatuibahwamernangbenrperadilarsrdah

terjadi seperti yang dicita-citkan oleh semua
pencari keadilan di Republik ini.
Menguak Tabir Terl ibat rtau Tidak
Terlibatnya Bagir Manan pade Kasus
Tersebut

Selain kondisi butir I di atas, makapada

hakikatnya seandainya Bagn Manan hadir, maka

akan lebih terbuka tabir tentang pertanyaan

apakah benar aatau tidak benar keterlibatannya
dalam kasus tersebut.

Melalui kehadirannya di depan sidang
pengadilan, dapat dicari dan didapatkan

kebenaran yang sebenar-benamya tentang apa

ang sedang dan sudah terjadi berkaitan dengan

kasus Probosutejo tersebut.

Menjaga Wibawr Peradilan

Kehadiran bagir Manan, akan dapat

meneguhkan wibawa peradilan di Indonesia yang

saat ini sedang carut marut dengan adanya

ketidakpastian dan ketidakadilan, yang makin

Bagir Manan Huhtmnya Wajib atau Tldak Wajib
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menyesakkan dada para pencari keadilan dan
kepastian di Indonesia.

4. Aplikasi dsri Peradilan yrng gEqurlity

Before The Law"

Asas atau prinsip Equality Before The
Law menekankan bahwa tidak dikenal adanya
perlahan knusus, setringgadi sini peradilan d,Fa

membuktikan bahwa siapapun dia dan apapun
kedudukanrya"namuntidakadabedanladengan

orang yang tidak mempmpi
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